Memmbang

Menpingat

BUPATI SUMENEDP
PROVINSI JAWA TIMUR

FERATURAN BUPATI BUMENEF

NOMOR §% TAHUN 2021
TENTANG

PRAMUWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EUPATI SUMENEL,

bahwa pramuwisata menjadi salah satu unsur penting
dalam mecmajukan dan menpembangkan  andustn
PaTIWISEE;

bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan
kualitas pramuwisata yang Lkompeten  diperlukan
adanya pembinaan dan pengawasan;

bahwa dalam rangka mempromosikan objick wizata
serta dava tarik wisata perhu diciptakan koncktilitas
antar objek wisatzs yang ada di Kabupaten Sumenep
melalui pemberdayaan pramuwisata pada bus-bos
pariwisata,

hahwa  berdazarkan  pertimbangan  sebagaimanz
dimalcsnd dalam hwrf a, b dan ¢, perlo menstapkan
Peraturan Bupati tentang Prarmuwisata,

Pasal 18 ayal (6] Undang-Undang Crazar
Megara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang MNomeor 12 Tahun 1950 tentang
Permbentubkan Daerph-Taerah kabupaten  dalam
Lingkutigan  Propinsi Jawa Timur [Benita  Megaro
Rcpublik [ndonzzia Womor 19 Tahun 1950, Tambaban
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 19
sehagaimana  telsh divbah  denpan Undang-Undang
Momeor 2 Tahun 1965 [Lembaran Megara Republil:
Indonesia 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaron Megara
Republik Indonesia Momer 27 30),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  tentang
Kepariwisataan [Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 MNomor 11, Tambahan Lembaran Megara
Fepublik Indooesie Nomor 4965]);

Lindang-Undanpg Momer 22 Tahun 2003 tentang Laly
Lintas Dxn Angloatan Jalan [Lembaran Negara, Eepublik
Indenesia Tahun 2009 Momeor 96, Tembaban Lembaran
Negara Fepublilk Teclonesia Nomor 5025);



10,

11.

12,

Undang-Undeng MNomor 12 Tahun 2011  fentang
Fembentukan Peraluratn Perundang-undangan
{Letnbaran Mepara Republik Indopesin Tahun 2011
Nomor £2, Tambahan Lembaran Negara Repubbhk
Indonesia MNomaor 5234) secbagaimana  tclah  diubah
denpen Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 12 Tahon 2011
tenlang Pembentukan Peraturan Pemundapg-undangan
(Lembaran  Megpara Republik Indonesia Tahun 2009
Momor 183, Tambrshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Notaor 5298);

Undang-Undang Republik Tndonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Femerintahan Daerah {Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonssia Nomor 5387
sehagaimana  tolah  diubab beberapa  kali, terakhir
denpan Undang.-Undang Republik Indonesia Notor 4
Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacraly {Lembaran Mepars Republik Indonesia Tabun
2014 Neomor 58, Tambahan Lembaran Wegara Republik
Indonesa Notmor 5670];

Perataran [Pemerintah Normor 52 Tahun 2012 tentang
Serifikasi Kompetenzi dan Sectifikasi Usaha di Bidang
Pariwisara iLembaran Negsrs Republik [ndonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan l.embaran Negara Republilik
Indoncsia Nomoer 331 1);

Peraturan Pemernmhbh Nomor 12 Tabun 2017 tentang
Pembimaan dan FengawasHIl Penyclenggaraan
Pemierintahan Daserah  [Lembaran Negara  Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
MNepara Republik Indonesia Momer 604 1);

Pecraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 tahun 24135
tentang Standart Usaha Juxs  Pramuwisata  [Bernta
Negara Republik Indonesia Tahian 2015 domor 1330];
Feraturap Menteri Dalam MNeperi Nomor 80 Tabun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Mcgara Repuhblik Indonesia Taliun 2015 Nomor 2036)
cebapaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Wegeri Nomer 120 Tahun 2018 tentang
Porubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Megen Nomaor
80 Tahun 2015 tentang FPembentukan Produk Holoum
Daeral (Berita Mepara Republik Indonesia Tahun 2018
MNomor 157);

Peraturan Dacrah Propinsi Deerah Tingleat 1 Jawa Timur
Nomo & Tahun 1994 (entang Pengaturan Pramuwisata di

Fropinsi Daerah Tingkat [ Jawsa Timur {Lembaran
Daeral Provins: Jawa Tiemr Tahun 1994 Momoe 3 Seri
EBh

FPeraturan Dacrah Eabupaten Sumensp Nomor 4 Tahuan
2018 tentang  Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan  Kabupatcn  Sumenep  20138-2025
(Lembaran Dasrah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Motoor 4].




Meneapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN BUPATI TENTANG PRAMUWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dulatn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep.

2. Bupati adalah Bupati Gumenep.

3. Dinas teknis adalah Dinas Pariwisata Kebudayaan
Petnuda dan Glahraga Kabupaten Sutnenep.

4, Pramuwigata gzdalah Warpa Negara Indoncsia yang
bertugas memberikan  bimbingan, penerangan, dan
petunjuk menpenal daya tarik wisata serta membanta
segala seaudtu yang dipaerluban wisatawain,

5. Penpruna Jase Pramuwisata adalah setiap erang atan
wisatawan yang mengpunakan jJasa pramuwisatn

%, Daya Tank Wisata yang selanjutnya disingkat DTW
adalah  sepala  sesuato yang  memiliki keuwnikan,
keindahan, dan nilai yang herupa Keanskaraganian
kekaryaan alam, hudaya dan hasil boatan manusia yang
maenjadi sasaran atau oujaan kunungan sasatawan.

7. Lizensi Pariwisata adalah izin vang dibenkan kepada
pramuwizata  vang  telah mengikod pelatihan
pramuwisata yang diterbitkan cleh Dinas Penanaman
Wadal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmta Provinst Jawa
Timar.

£. TIC (Tourist [niormation Cenlert atan Pusar Informast
Pariwizsata adalah tempat yang menyediakan layanan
mformas pariwisata kepada wisatawar,

%, Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penysdiaan jaza
perencanaan perialanan danfatau jasa pelayanan dan
penyelenggaraan pariwisata, termasuls penyeletggarasn
perjalanan ibadah.

10, DPC HF] Kabupaten Sumenep adalah Dewan Fimpinan
Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia  yang
herbkeeduduban di kabupaten suomenep yang merupakan
ASOSIAS] TCSM PIAMUWIsats sumenep

BAE II
MAKSUD DAN TULJUAN

Pa=zal 2

Peraturan Bupatl rentang Pranmawisata inl dimaksudkan
gachagai podoman  bage pemerintab dacreh dengan
kewenangan peratdran  perundangan dalam melakukan
penataan, pembinasn dan pemberdayaan pramuwisata i
dacrah secara teroncana, tepat dan berkesinambungan.




Pazal 3

Peraturan ini bertujuan untalk

a. mecningkatkan kualitas prlayanan kunjungan wisatawan;

b, memberdayakean surnber daya pramuwisata;

c. membuka  dan  memperluas peluang wsaba dan
kesempatan kerja;

d. meningkatkan dan mengembangloan promosi pariwisata,

e meningkatkan citra pariwisata wang berkearifan lokal;
tlan

. meningkatkan kessjablerasn masyarakat.

BAEB III
RUANG LINGEKUF

Fasal 4

FEuang Lingloap Feraturan Bupat i meliput

a. Pengpolongan dan Lingkup Tugas Pramuwisaks;
Persyaratan dan Ferijinan Pramuwisata;
Pelaksuanazsn Satu Bis Satu Pramuwisata;

ITak dan Kewajiban;

Pembinaan dan Penpawasan,

Ban .

0o T

BAE IV
PENGGOLONGAN DAN LINGHUP TUGAS PRAMUWISATA

Bagian Kesatu
Penggaolongan

Pazal &

Pramuwisata digolongkan menjadi -
a. Framuwisata Umuim: dan
ts. Pramuwizata Khusus.

Bagian Kadua
Linghup Tugas

Paszal &

(1) Pramuwisata LUimum memilikl lingkap tugas dalam
wilayah kabupaten,

2] Pramuawizata Khuosus memibki Enghuap tugas  pada
suatu EFTW.

Pasal T

(1} Tugas pramuwissrs umum sehagaimans dimalsud
talam Pasal © ayat (1) diantaranya:
a. mengatur  wisatawan  balk rombongan maupun
percrangaty vang mengadakan peralanan dengan
transportasi yaog tersedia;




{2}

(1}

(2]

(1)

(<}

[3)

b. memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan

dan DTW, serta memherilan penjelasan menyengi

dolumen peralanan, akemodasi, transportasi, dan

[asililas wisatawan lainya;

memberikan infarmasi teniang sejarah Sumenep,

memberikan inferrmasi dan petunjuk tentang DTW,

membantu menpuruskan barang bawaan wisatawan;

memberkan perlolongan kepada wisatawan yang

sakit, mecndapat kecelakaan, kchilangan  atau

musibah laitya,

Tugas pramuwisats khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal & ayal (2) diantaranya;

a. memberikan informasi dan pengetalivan  tentang
atraksi dan kegiatan wisata yvang terdapat i DTW;

b. menginformasikan fasilitas dan sarana i DTW,;

¢. menginformasikan gizlem keamanan YENE
diterapkan di TTW;

d. menginfemasikan tata tertib dan norma-notima ¥ang
herlaku di DTW,

. memberikan informasi dan petunjuk tentang DTW;

membantyl menguriskan barang bawaan wisatawan;

g membesikan pertelongan kepada wisatawan  yang
sakit, mendapat  keeclakasn, kechilangan  atay
musihah lainya.

oL

|

BAB V
PERSYARATAN PRAMUWISATA

Pasal 8

Pramuwisata  wajib  mempunyai lisensi  pramuwisata
vang masih berlaku dan dikeluarkan olch  Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpado Satu Pintua
Provinsi Jawa Timur.

Framuwizata Kabupaten Sumenep wajib  menjadi
angpota DPC HPFl Sumensp wang dibuktikan dengan
karty anpgoba.

BAB VI
PELAHSANAAN SATU BUS SATU PRAMUWISATA

Pasal 9

Perjalanan wisata dapat eoleh dilakukan cleh individu,
kelpmpol, bire perjalanan wisata, lembaga pemerintah
dan fatan swasta,

Perjalanan wiswla sebagaimana dimaksud pada ayvat (1)
adalah perjalanan  wisata vang  dilakukan  oleh
wizatawan yang menggunakan bus parmensata denpan
kapasitas 30 {tiga pulah) sampai 60 [cnam pulueh] Kurss,
Ferialanan wisata schagaimana dimaksuad pada ayat [2)
wajih mengeunakan jass pramuwisata.




Bagian Kedua

Tata Cara Pengpunaan Framuwisata pada BEus Pariwlzata

(1}

{2}

{3

()

(1]

12}

{3

[

(]

Pasal 10

Wisatawan vang akan menggunakan jasa pramuwisata
umum  apar menghubungi TIC danfatan DPC HPI
Kabupatcn Sumecncp.

Wizatawan vang akan menggunakan juss pramuwisata
dapat befdemu di Inkesi kedatangsn atau  tempat
pemberhention bus yang ditunguk atau ditelaplan.
Lokasi kedatangan sebagaimana dimeksud pada ayar (2)
adalah:

a. DTW Asta Tingpi;

b, DTW Masjid Jamik;

. DTW Museum Kecalof)

d. DTW asta Yusafl [Terminal Pelabuhan Kalianget);
Apabila  wisatawan yanp akan mengrinakan jasa
pracnuwisata mengnginkan pertemuan sclam di lokas
sebagaimana dimalksud pada ayat {3). dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan dengen premuwisata atas
sepengetabusn TIC danfatan DPC HPI Kabupaten
Sumenep.

Bagian Hetiga
Jaes Pramuwissta

FPasal 11

Wisatowan yvang menggunakan jasa pramawisata untuk
setiap bus pariwisata, dikcnakan biaya atas jasa berupa
huonorarium kepads pramuawisata.

Wisatawan yang mengEunakan jasa  sebapaimana
dimalesud  pada ayat (1) wajib menggunalen jeza
RTAmmUYigata.

Biaya atas jasa Derupa honorarium  scbagdaimana
dimaksnd pada ayat {1} dibebankan kepalda pengpune
Jaaa.

Pernbayaran biays atas  jasa  berupa  honoranum
schapaimana  dimaksud pada =#yal (3) diserahkan
langsung kepada pramuawisata,

Besaran  bisyy  ataz jesa  berupa honororium
schagaimana dimaksud pada ayat (3] tercantum dalam
lampitan yang merupskan bagian Udak terpisahkan
dengan peraturan bupatt ini.




{1}

(2]

{1}
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(3]

(4]
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(7]

(8]

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Pramuwizata

Pacal 12

Dalam melaksanakan tupasnya pramuawisata  Limum

bechak:

a. menerma pembayaran atas tupas pemanduan yang
telah dilakukan dari pengguna jasa pramuwisata
sebelumn tugas pemanduan setesai;

b. mendapatkan petlakuan baik dan pengunna jase
pramuwisata dalam melaksanakan tugas,

Dralam melaksanakan tupgasnya pramunwisata khusus

berhale:

4. mencrima pembeyvaran dan pengelela DTW,

b. mendapatkan perlakuan baik deri penpelola DTW
dalam melalsanakan tugas,

Pazal 13

Pramuwisata wajibh Mengantarkan wisatawan danfatan
penfpuna jasa pramuwizata, bark rombongan maupan
perorAanegan  vang  mengadalkan  perjalanan denpgan
transportasi yang terscdia.

Prarmwisata wajib  memberikan  penjelasan dan
potunjuk tentang rencana perjalanan, daya tarils wisate
serta memberikon  penjelassn mengenal  dekumen
porjatanan,  akomodasi, ranspeortast  dan [asilitaz
wisatawan lainnya.

Pramuwisata umurm wajih menyérahlian tugas
kepemanduan kepada pramowizata  khusus  ketika
berada di DTW vang memiliki pramuwisata khusus.
Pramuwisalsa  yang berasal dan  Juar  Kabupaten
Sumenepn  wajib  menyerahkan rtupas kepemanduan
kepada pramuwisata umum Sumenep ketika memasuki
wilayah Kabupaten Sumenep:.

Pramuwisata wumum wajib  mengeunakan  atribut
dan futau pakaian khas Sumencp vang telah ditetapkan
otch dinas terkait.

Prammuwisata wajib membuat laporan tertulis kepada
dinas terkoit idcntitas rombongan wisatawan, bus
pariwisata atau biro perjalenan wisata minimal 1 kali
serAp hulan.

Pramiwizata wajilh mensrapkan Standart Operasional
Prosedur yang berlaloa dalam menjalankan tugas,
Pramuwizata wajih menaat kode obk  profes
pramuwisata yang dikeluackan ¢lash APL




Paragral 2
Pengguna Jasa Pramuwisata

Pazal 14

[1} Pengguna jasa pramuwisata  berhalk mendapatkan
informas den kepemanduan wisata,

[2} Pengguna jasa pramuwisata berhak mendapatkan form
iwiaty  penilaian  pelayanan pramuwisata selama
bt s.

Pasal 15

Penpgana Jasa Pramuwizata berbewajiban untuk:

g.  menghormati adat istiadat vang berlaku di Kabupaten
Sumensg;

b. mengikuti dan mematuehi perunjuk yang disampaikan
prarrawisata;

c. memberikan perlaknan baik kepada pramuwisata yang
mcnjalankan rugas;

d. mengguoakan  jasa  pramuwisata bagi  ombongan
wisatawan yang menggunakan bus parmwisata dengan
kapasitas kurs1 30 sampat 60 kursi;

. memenuhi kewajiban  biava alas  Jasa  borupa
honorarmm kepada pramowisats,

EBAR VII
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

Pagal 16

111 Bupati melaksanakan pembinean dan  pengawasan
terhadap pramuwisata melalui dinas terkait.

(2} Pemhbinaan berups pelatihan, bimbingan teknis dan
sosialisasi, dan Iasilitasi peningkatan komperensi
pramuwisata.

(2} Penpawasan terhadap ptlanpeatan kode erik
pramuwisata, dilaksanakan oleh dinss danfatau DPC
HFI Kabupaten Sumenep.

BAB VIIl
SANKS]

Paragraf 1
Pramuwisata

Pasal 17

[1}) Zetiap Pramuawisata wang meolangpar ketentuan
sebapaimana  dimeksud dalam Pasal 13 dikenakan
Sanksi Administrasi.

(2] Sanksi Administrasi schagaimany dimaksud pada ayat
[1] berupsa .

a. tocguran lisan;
b. tepuran terolis;




(3]

(]

(=]

[

(1

{2}

(3]

(4}

(5)

c. larangan melakukan pemanduan wisata di wilayvah
Kabupalsn Sumenepy;

d. pengusulan pencabutan lisensi pramuswisata.

Tegaran lisan dibenkan berdasarkan laporan penggona

jusa pramuwisata dan temuan petugas dari dinas

teknis,

Apahbila tepuran hzan diabaikan maks dibenkan satlbis

berupa teguran tertulis,

Apabile tepuran tertulis diabaikan maka  diberikah

sanksi berupa laranpan melakukan pemanduan wisata

di wilayah Kalhupaisn Sumenep selama & enem) bulan

atan 180 [seratvs delapan puluh) han.

Apabila =anksi diabaikan dan/atan mengulangi
polanggaran  setelah mendapatikan sanksi  larangan
sebagairmana dimalkisud pada ayat (5) maka dinas telonis
mengusilkan pencabutan lisensi pramuwisata kepada
instansi bereenang.

Paragral 2
Pengpnna Jasa Pramuwicata

Pasal 18

Setiap pongguna jasa pramuwisata yang melanggar

ketentuan  sebagaimatne dimalkeud dalam Paszal 13

tikenakan Sanksi Administrasi,

Sanksi Administrasi schagaimuany dimaksud pada ayat

(1] beripa

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

e, larangan meclakukan kepiatan wisara di wilayah
Kabupaten Sumenep.

Sanksi administrasi  berupa  Ieguran lisan  hanya

diberikan kepada penpoune jaza  pramuwisata yang

melanggar keteniuan  sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 15 huruf a danfatan b dan/atau o,

Sankst administratil berupa teguran tertulis diberikan

terhadap pelanggaran sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 15 buraf d dan & dari laporan pramuwizita

dan/atau petugas dinas tcknis,

Apabila sankst admimsicatifl berupa teguran  tertulis

sebagaimana ditnaksud pada ayvar (4) diabaskan, maka

diberikan sanksi larangan melakukan kepiatan wisata di

wileorah Kabupaten Sumcenep.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati Sumenep ini mulal berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah kKabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal ° 1 3 SEP ?H?T

BUPATI SUMENEP

AC FAUZI

[J'.I..I.Fr il TR |'| | '|| |L:|r'.|.-l.'l'.]..1'l

o SO

T

I EDY REVADL M5
Pembina fimng B {adyn
MNP 19630 a 99003 1 014




LAMPIRAN : Peraturan Bupati Sumenep

NWomar &

Tahun 2021

tanggal : 13 EFE 071

PRAMUWISATA

DAFTAR TARIF PRAMUWISATA PADA BUS PARIWISATA
DI KABUPATEN SUMENEP

NO JENIS WISATAWAN _
| Wisatawan Nusantara

o
2

3

4

_ RUTE WISATA

Sumenep Daratan

Wisatawan

. Mancanegara

Wisatawan Nusantara

Wisatawan

Mancanegara

Rp. 300.000,00

Sumenep Daratan

Sumenep
Kepulauen
Sumenep
Kepulauan

KET

Rp. 600.000,00 | Pulau  Poteran

Rp. 350.000,00

Ep. 650.000,00

Kecamatan
Talango tidak
dikategorikan
sebag,a:i wilayah
kepulauan;

2. Tanf ini berlaku
per hari.

BUPATI SUMENEP

A

FAUZI



I.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN BUPATI GUMENEP
HOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PRAMUWISATA
NN
Femerintah Kasbupaien Sumenep saat im zedanpg melaksanakan

pengembangan dan pembanpunan sektor industrd lepariwisataan. Hal ini
merupakon kebyjakan dan komitmen scrivs guna mewujudkan Swmenep
scbhagal  Daerah Tujuan Wisala  yang  levak dan dirminaeti
wisatawan Promosi, publikasi, pembangunan sarana prasarana,
kerjasama  serta  pembenahan di berbhagal =ektor lerkail torues
dilakzanakan aecara berkelanjutan.

Bumencp sebapai Destinast Wisata dituntul untuk mampu menats dir
dari berbagsr seclor,  Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata, SDM
Pelaku wisata sebagai ujung ftombak melayani wisalawan dem tentunys
keterhibatan semua masyarakat mevwujndkan Sumenep yang aman, tertib,
bersih, sguk, indah, ramah sehingpa menciptaksen kenangan yvang
menpesankan bayl wisatawan, Harapannva wisatawan merasa dilavand
dengan batk dan memuaskan, membual wisatawan betah den ingin
menponjung Sumenep kembali,

Framuwisata mcrupaokan salab salu unsur sumnber daya manzla vang
memiliki | peranan penung dalam mendubkung pengembanpan
kepariwisalaan berkelanjuian di Kabupaten Sumenep. Dalam diri seorang
pramuwizata haruslah mampu menanamkan kesan atau citra positif
sthuah bangsa kepads wisatawan dongan memiliki pengotahuan dan
kermmampuan scrta sikap yvang balk dalam memberikan pelayanan vang
optimal bagi wisarawan,

Peraluran  Bupati Sumensp  tenfang Pramuwisata dibosl oleh
Fermerintah  Kabupaten  Sumencp  dalam  rongka untuk mengatur,
menertibkan dan memberdayakon potensi sumber daya meanusia i sektor
parnwisata agar dapatl emberikan dampak ckonomi serta kecintaan
lerhadap industri pariwizata melalyi program Satu Bis Satu Pramuwisata
selragal salah satu terobosan yang penting untuk dilakukan, disamping
diatur pula mengenal persyaratan pramuwisata  dan tata cara
pelaksanaan Sam Bis Samy Pramuwisata berdasarkan pada kerentuan
yang ditetaplean dalam Peraturan Bupati Sumenep thi.

PASAL DEMI PASAL
Pazal ]
Cukogp jelay

Pa=al 2
Cukup Jelas

Fasal 3
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Culkup jelas
Huruf ¢
Culkup jelas




Hurufd
Cukup jelas

Huruf &
Cukup jelas

Hucul |
Cukup jelas

Pasal 1

ITIurafa
Cukup Jelas

Hutul b
Culkup Jelas

Huruf &
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huraf e
Culup Jelas

Huruf ¢
Culoup .Ielas

Pasal 5
Huaruf a
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Pasal 6
Huruala
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Fazal ¥
Avar 1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukiap jelas

Huruf ¢
Culup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Hururl e
Cukup Jelas

Huruf f
Culkap Jelas

Axat (2]

Hurul &
Cukup jalas

Hurul b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup Jelas




Huraf d
Cukup Jelas
Hurpf o
Cukup Jelas
Huruf r
Cukup Jelas
Huruf &
Cukup Jelak

Pata] 8
Advat (1)
Cubap Jelas
Axat 2]
Culkup Jelas

FPazal 9
Avat 1}
Cubup Jelas
Avat (2]
Cukup Jelas
Avat (3
Culoup Jelas

Pasgl 10

Aval [1]
Cukup Jelas

Ayat {2)
Culup Jetas

Avat ()
Cukup Jelas

Ayat (4]
Cukup Jelas

Pasal 11

Aval (1}
Cukup Jelas

Ayat (2]
Cukup Jelas

Avat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4]
Cukup Jelas

Ayat (5]
Cukup Jelas

Pazal 12
Avat {1]
Hurul a
Culoup Jelasg
Hurui kb
Cukup Jefaxs
Ayar 2]
Hurufa
Cukup Jelas




Hurul b
Cukup Jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup Jelas

Aaat (2)

Cukup Jelax

Avat [3)
Cukup Jelaz
Ayal [4]

Cukup Jelas

fyat |5

Yang dimaksud atribut dan/atau pakaian khas Sumenep adalah

untuk laki- laki mengzunakan blangkon dan baju bebas rapifcasual

Yang beridentitas pramuwisatn Sedanglkan untuk Perempuan ata

rambut  diikat rapi, baju behas rapifcasual yeang  beridenritas

pramuwisata dan selendang Batik Sumencp yaug dikalunpkan (zyal),
Avat ()

Cukup jelas
Avat |7)

Cukup jelas
Azvat (£}

Vang dimaksud dengan “kode etik profesi pramuwisata”™ adalah kode

ctik profesi pramuwisata yang dimiliki cleh asosiasi atay OrgHnisas:

Pramuwisata yang meongatur ctika pramuwisals dalam memendu

wisatawan seperti:

a. Secrang Pramuwisata harus memberi kesan yang baik mengenai

kebwiayaan, agame dan negaranys bila mermandu wisarawsan.

b. Seorang pramuwisata harus menjaga penguasaan dirl yang tinggi
dan mempechatikan penvajian pribadi termasuk kebersihan dan
penampilan,

. Scorang pramuwisata hars SANZEUR monciplakan suazana yang
hangat dan gembira dan Sopan santun yang mencerminkan
idava Indonesia.

d. Beorang pramuwisata hams memberikan pelayanan yvaog bermus
tinggi kepada semua wisatowan dan tidak mengharaplkan atay
mohon komisi atau hadiah.

& Seorang pramuwisata  haras mengert] kebudavaan dan  latar
belakang wisslawan dan memastikan wisatawan hertinglah laky
layak denpan mematihi peraturan.peraturan hukum dan edat
imliadat sosial ndenesian dan menghindari  keinginan  wntuk
metrusak,

I Scorang pramuwisala harus menghindari diskusi dan perbedann
pendapat mengenal agama, adat istindar sosial, diskrnminasi rasial
dan sistemn politik di negara wisatawsn.

4 Seorang pramuwisata harus memberikan itformasi vang jelas
mengenal berbagal aspek tour, bila pramuwizata Gdak yalkin
tentang suatu informasi harys mencar informasi tersebut dan
memberitahubannyes kemudian,

h. Secrang pramuwisata lidak lLoleh tmengelek-jelcklian perusahan

tempatnya bekerja, teman terman sejawat atan kompenen lainnyo
dari aktifitas wisatawan.

)




I Beorang pramuwisata lidak diperbolehkan untuk membicaraken
masalah pobadinya dengan wisatawsan dengan maksud untuk
memperoleh uang atau bantuan lainmya.

i+ Pada akhir tour scorang pramuvizata harus sudah mermberikun
kosan vang baik pada wisatawan sthingga mercka ingin datang
lagi.

Fasa] 11
Avat [1]
Cukup Jelas
Ayar (2)
Cukup Jelas

Puzal 15
Huruala
Culp Jelas
Huraf b
Cukup Jelas
Huruf ¢
Cukup Jelas
Hurul 4
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas

Fasul 15
Avat [1]
Cukup Jelas
fixat (2)
Cukup Jelas
Ayt {3
Cukup Jelgs

FPagal 17

Avat 1))
Cukup Jelas

Axran (3]
Cukup Jelas

Ayat {3
Cukup Jelas

Avat [4)
Cukup . telas

Ayat (3
Cukup Jelgs

Ayat [A]
Cukup .Jelasy

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat {12}
Cukup Jelas
Aval [3)
Cukup Jelas




Ayat (4]
Cudup Jelas

Ayat [5)
Cukup Jelas

Pazal 14
Cukup jelas




